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Nomor : 432/Bawaslu-Prov.JB-26/X11/2018; -
4. Bahwa Fakta dilapangan berkenaan dengan |
pengawasan Bawaslu Kota Sukabumi yang menen
adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (A
yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar IV Pz
Hanura No. Urut 1 atas nama H. Icuk Sugiarto dengan
dugaan pelanggaran yaitu penempatan Alat Peraga I
Kampanye (APK) yang di pasang di tempat/lokasi yang
dilarang/tidak diperbolehkan serta pemasangan Alat
Peraga Kampanye (APK) yang di pasang pada media

yang dikenakan Retribusi atau Berbayar;

5. Bahwa Hasil Analisa Pelapor terkait temuan dugaan

pelanggaran tersebut, tindakan Caleg DPR RI Dapil

Jabar IV Partai Hanura No. Urut 1 atas Nama H. lcuk

Sugiarto Diduga Melanggar:

* a. Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi No.
37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018 tentang

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

@ Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20
Memutuskan dan Menetapkan tepatnya pada

ke-ENAM : Tata cara pemasangan a_

kampanye sebagaimana dimaksud
KEDUA, di atur sebagai berikut :
ditempat/lokasi yaitu Jalan A. Yani
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Sukabumi;

Bahwa saksi semula menerangkan bahwa saksi mengetahui
kejadian tersebut di kantor Panwascam Warudoyong, setelah
beberapa kali Majlis Hakim dan juga kuasa dari terlapor
“TIMAN SUTIMAN” menanyakan kepada saksi pelapor sdr
apakah saudara saksi melihat dan mengetahui secara
langsung kejadian tersebut? saksi pelapor pun menjawab
saya melihat, menyaksikan, mengetahui dan berada di tempat

kejadian tersebut; 5

- Bahwa Saksi dari pihak Pelapor menerangkan dan lg

menyampaikan bahwa pelanggaran Administrasi yang ‘f

k dilakukan oleh H.lcuk Sugiarto adalah Berdasarkan peraturan 4
KPU Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan bukti secara tertulis atau

cetak terkait SK KPU yang menerangkan larangan
pemasangan APK di Zona Merah (JI Ahmad Yani), saksi
pelapor hanya memperlihatkan SK KPU tersebut melalui

i media elektronik yaitu Smart phone;
2. Keterangan Saksi ke Il (kedua) Pelapor Atas Nama:
IRFAN MAULAN
- Bahwa saksi pelapor adalah Koordinator
Pengawasan Hubungan antar
Panwascam warudoyong pada waktu me
APK yang melanggar tersebut- -
Bahwa saksi mellhat ‘men
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pcllmqun Administr
Kampanye (APK) H. lcuk Buglnrto (
dari Partal Hanura DAPIL Jawa Barat IV KO
Pemilu 2019 yang di laporkan Oleh saudara Irfan M
Divisi Pengawasan Humas dan HUBAL PANWASLU
Warudoyong Kota Sukabumi kepada BAWASLU Kota Suka
Maka dengan hal tersebut kami sampaikan jawaban atas dra
laporan sebagai berikut:; -
1. Kami membenarkan dan mengakui telah memasang Alat
Peraga Kampanye H. lcuk Sugiarto CALEG DPR Rl No. Urut
1 dari Partai Hanura DAPIL Jawa Barat IV KOKAB Sukabumi
pada Pemilu 2019 yang di pasang di Media yang dikenakan

Retribusi atau Berbayar di JIl. A. Yani depan Pendopo
Kabupaten Sukabumi yang jelas telah dinyatakan sebagai

Zona larangan;==-s=s«s=sran=eeesem——

2. Sebagaimana pada point |, kami tidak menerima undangan

atau SK tentang sosialisasi peraturan dan ketetapan lokasi

X titik pemasangan APK dari KPU ataupun dari PANWASLU
Kota Sukabumi;----=======smmmmsmx

3, Setelah ditemukanya pelagaran tersebut, kami tidak

menerima surat pemberitahuan maupun teguran dari pihak
PANWASLU Kota Sukabumi; ---
) 4. Setelah Pemanggilan Sidang diduga melakukan pelanggaran
pemasangan APK olen BAWASLU Kota Sukabumi terta
3 Maret 2019, kami siap menurunkan APK ’tersebu?I ’
jum'at 8 maret 2019 atau sehari setelah putusar

putuskan;
5. Kami sampaikan permohonan

pelanggaran tersebut insa Allah men,

6. Kami merasa diperlakukan tida
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Pemeriksa:
rungkap didalam sidang |

- Bahwa terlapor menerima seluruh isi

: dilaporkan oleh Pelapor, kecuali s
» B A‘jﬂi )H A ' kebenarannya secara nyata;----—- i
- S P - Bahwa setelah Terlapor membaca dan memal

l‘.g;xlz)l\NTF‘EAd ] :\‘»'1‘ AS |
pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan d
pelanggaran APK yaitu Pemasangan APK di reklame

berbayar dan di Pasang di zona Merah (jl. Ahmad Yani;

- Bahwa terlapor tidak mengetahui aturan pemasangan

tersebut dan tidak adanya himbauan larangan

pemasangan APK kepada;

h) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan
Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-

undangan) |

1. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu)
pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Pemilu
paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapgp‘i
waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian; —:

2. Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemili N
pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih

penanganan laporan dan temuan pela

diatur dengan Peraturan Bawaslu; -—--—
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RT 002 RW 012 Kel. Sukakarya, Kec. Warudoyong Ko(q '
Sukabumi, dengan melampirkan foto Copy identitas
Pelapor. Selanjutnya terkait IDENTITAS TERLAPOR
berupa nama, alamat dan kedudukan yang pada

pokoknya terlapor adalah sdr. H.lcuk Sugiarto berdomisili
di Jakarta Barat berkedudukan sebagai Calon Anggota
Legislatif DPR RI Dapil Jabar IV Partai Hanura |
Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam SK KPU RI
No. 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 20
September 2018. Oleh dan karenanya maka terhadap

Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal; --—

Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 pada pokoknya

menyatakan SYARAT MATERIIL terdiri dari OBYEK

PELANGGARAN berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-

i saksi, bukti lainya dan uraian peristiwa. Dalam Surat
Laporan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara
jelas dan terang terkait peristiwa berupa du
pelanggaran kampanye pada tanggal 18 Februari
atau setidak-tidaknya terjadi pada hari senin dan
09:00 WIB di bulan Februari Tahun 2019
Sukabumi, dengan bukti berupa, fotc

& 5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (7) q
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dan memutus pelanggaran
Umum; .

7.  Menimbang pasal 460 ayat (1) UU Pemilu y
pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran 2
Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, pro
atau mekanisme yang berkaitan dengan adminis
pelaksanaan Pemilu dalam setiap

Penyelenggaraan Pemilu;

8. Menimbang bahwa laporan Pelapor adalah dugaan
pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan
prosedur pemasangan APK, yaitu melanggar:

a. Surat Keputusan (SK) KPU Kota Sukabumi No.
37/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/X/2018 tentang

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20189,

Memutuskan dan Menetapkan tepatnya pada poin :

X ke-ENAM : Tata cara pemasangan alat peraga

kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA, di atur sebagai berikut : Tidak dipasa I

¥ ditempat/lokasi yaitu Jalan A. Yani karena lok .
tersebut merupakan wilayah Zona [y

pemasangan APK yang ditetapkan olef
Sukabumi;

. Surat Edaran Bawaslu Republik Indor
1990/K.Bawaslu/PM.00.00/X1/2018
Pengawasan Ma!%a} ;

oLy
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Pemilu Kota Sukabumi, sehingga oleh karenan:
Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi berwe
untuk mengadili permohonan a quo;

10. Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (3) Undéﬁg’;!-
Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat

(1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

yang pada pokoknya menyatakan PELAPOR dugaan
pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau
Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada
Bawaslu Kota Sukabumi oleh sdr. ANGGUN HUDAYA
SANI, Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih

dari 17 tahun dan mempunyai hak pilih. Oleh karenanya

X PELAPOR memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan laporan pelanggaran Pemilu; -—

11.  Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumﬁ
pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait
penanganan laporan dan temuan pelanggaran Pe

diatur dengan Peraturan Bawaslu;

12.  Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1)
Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang
Pelanggaran Administrasi '

pokoknya ~menyatakan

an an mi
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disampaikan paling lama 7 (lujul)
diketahul  terjadinya  dugasn 4
Peristiwa pelanggaran Administrasi Pcmﬂu
pada tanggal 18 Februar 2019 dan laporan ke
Bawaslu Kota Sukabumi dilaporkan pads m
tanggal 19 Februar 2019, maka laporan m 1iéh
dalam batas wakiu sebagaimana diatur dalam g

UNANQGAN;-eseasasamesrsassnsssmnsnesmanans J
¢ o

14. Menimbang  bahwa  berdasarkan  perimbangsn:
pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Laporsn
Pelanggaran Administrasi  Pemilihan Umum ssngst

beralasan menurut NUKUIM, s sm——

X 15. Menimbang bahwa APK dalam laporan a quo sudah di

turunkan oleh pihak Terapor; s

h) Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi terhadap hasil pé
sebagaimana dimaksud huruf ¢, mengambil kesimpulan
berikut
1. Majelis berwenang untuk mengadili Pelanggaran

Pemilu;
2. Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal
mengajukan laporan a quo,

. Pokok laporan pelanggaran Pemilu b
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nyatakan terlapor, terbukti s

\dministratif Pemilu terkait pem

beretribusi/berbayar di JI A. Yani depan Pendopo k

2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;

3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memperbaiki Administrasi terh:
prosedur, atau mekanisme kampanye khususnya mengenai pemasan
kampanye, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Memerintahkan kepada terlapor untuk tidak memasang kembali APK tersebut di
berbayar, :

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota
Sukabumi pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019. oleh 1) H. Ending Muhidin S.Sos ,sebagai
Ketua Majelis Pemeriksa 2) Yasti Yustia Asih SIP M.Kesos sebagai anggota Majelis
Pemeriksa 3) Muhamad Aminudin S.Kom, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-
masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sukabumi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta
terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 11 Maret 2019

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Sukabumi

£
(H¥Ending Muhidin S.Sos)

Anggota
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